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 KATA PENGANTAR 

 

 

 Struktur penduduk dunia termasuk Indonesia saat ini memiliki komposisi 

penduduk usia tua makin besar, yang ditandai dengan meningkatnya jumlah dan 

proporsi penduduk lanjut usia (lansia). Meningkatnya jumlah penduduk lansia 

merupakan dampak keberhasilan pembangunan, terutama bidang kesehatan. 

Namun demikian derajat kesehatan dan kondisi sosial ekonominya masih lebih 

rendah dibanding kelompok umur yang lebih muda. Kebijakan pembangunan 

seyogianya memberikan perhatian khusus bagi penduduk lansia. 

 Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Barat 

2010 bertujuan memberikan gambaran mengenai kondisi sosial ekonomi lansia 

yang sumber datanya berasal dari hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). 

Publikasi ini menyajikan data antara lain ciri-ciri demografi, tingkat pendidikan, 

kegiatan ekonomi, dan tingkat kesulitan fungsional lansia.  

Kepada semua pihak dan Tim Penyusun yang telah memberikan 

kontribusinya dalam proses penyusunan publikasi ini, baik langsung maupun 

tidak langsung diucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun untuk 

perbaikan dan penyempurnaan publikasi yang akan datang sangat diharapkan. 

 

 
 

Jakarta, Desember  2011 
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik RI 

 
 
 

 
Dr. Suryamin, M.Sc 
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1.1 Latar Belakang 

Pelaksanaan pembangunan nasional yang bertujuan mewujudkan masyarakat 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, telah 

menghasilkan kondisi sosial masyarakat yang makin membaik dan usia harapan 

hidup yang makin meningkat, sehingga jumlah lanjut usia (lansia) makin bertambah. 

Sejalan dengan itu, pemerintah dengan berbagai program pembangunan 

mengantisipasi keadaan ini, antara lain dengan pemberdayaan dan peningkatan 

pelayanan kebutuhan khusus lansia, agar tidak menjadi bom waktu/permasalahan 

bangsa pada waktu yang akan datang.  
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Lansia banyak mengalami kemunduran dari segi fisik, psikologis, sosial, 

ekonomi, dan kesehatan. Oleh karena itu diperlukan perhatian dan penanganan yang 

lebih baik, seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 

tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.  

Perhatian terhadap lansia diberikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) 

dengan menjadikan tanggal 1 Oktober sebagai Hari Lansia Sedunia yang tertuang 

dalam resolusi PBB No. 045/206 Tahun 1991. Pemerintah Indonesia menindaklanjuti 

resolusi PBB tersebut dengan menetapkan Hari Lansia di Indonesia pada tanggal 29 

Mei. Diharapkan dengan memperingati hari lansia tersebut, pemerintah dan 

masyarakat lebih peduli terhadap kesejahteraan dan kelangsungan hidup lansia. 

Dalam rangka mempertahankan kelangsungan hidup lansia, perlu upaya 

pemberdayaan guna menunjang derajat kesehatan dan peningkatan mutu kehidupan 

lansia agar tidak menjadi beban bagi dirinya sendiri, keluarga maupun masyarakat. 

Bab I Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut 

Usia menjelaskan bahwa pemberdayaan adalah setiap upaya meningkatkan 

kemampuan fisik, mental spiritual, sosial, pengetahuan, dan keterampilan agar para 

lanjut usia siap didayagunakan sesuai dengan kemampuan masing-masing. 

Arah pemberdayaan dilakukan dengan cara lansia aktif berpartisipasi dalam 

pembangunan guna mengurangi kemiskinan, memperoleh kesehatan yang lebih baik 

dan mendukung kehidupan sosial kemasyarakatan. Pemberdayaan tidak saja 

dilakukan terhadap para lansia dan keluarganya, namun juga dilakukan terhadap 

seluruh komponen bangsa. Untuk itu, arah dan strategi pembangunan dan 

pemberdayaan dalam rangka peningkatan kesejahteraan penduduk lansia sebaiknya 

dilakukan secara terpadu dan lintas sektor.  

Sejalan dengan itu, tersedianya data statistik dan berbagai indikator yang 

dapat memberikan gambaran makro kondisi dan potensi penduduk lansia pada 

berbagai aspek penting seperti demografis, pendidikan, ketenagakerjaan dan 

kesulitan fungsional pada level provinsi, diharapkan dapat membantu mempertajam 

arah dan sasaran pembangunan serta pemberdayaan penduduk lansia.  
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1.2 Maksud dan Tujuan 

 Maksud dan tujuan penyusunan publikasi ini adalah menyajikan gambaran 

makro situasi dan kondisi penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat dilihat 

dari berbagai aspek, antara lain struktur demografis, pendidikan, ketenagakerjaan, 

dan kesulitan fungsional.  

Gambaran situasi dan kondisi penduduk lansia dalam publikasi ini disajikan  

pada tingkat provinsi, dibedakan menurut tipe daerah dan jenis kelamin. Diharapkan 

penyajian publikasi ini berguna terutama bagi peneliti, perencana dan pengambil 

keputusan di bidang sosial dan kependudukan, khususnya yang berorientasi pada 

penduduk lansia. 

1.3 Sistematika Penyajian 

 Publikasi Statistik Penduduk Lanjut Usia Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 

2010 ini disajikan dalam enam bagian. Pada bagian pertama (Bab I) disajikan 

fenomena yang melatarbelakangi penyusunan publikasi ini; maksud dan tujuan; serta 

sistematika penyajian. Kemudian pada bagian kedua (Bab II) disajikan metodologi 

berupa sumber data; ruang lingkup; serta konsep dan definisi.  

 Empat bagian berikutnya menyajikan gambaran  situasi dan kondisi penduduk 

lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, diawali pada bagian ketiga (Bab III) berupa 

kajian mengenai struktur demografis penduduk lansia, bagian keempat (Bab IV) 

mengenai kemampuan baca tulis, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, dan 

kemampuan berbahasa Indonesia penduduk lansia, bagian kelima (Bab V) mengenai 

kegiatan lansia yang bekerja, lapangan usaha, dan status pekerjaan penduduk lansia 

yang bekerja. Pada bagian akhir publikasi ini (Bab VI) disajikan gambaran kesulitan 

fungsional yang dialami penduduk lansia.  
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2.1 Sumber Data 

Sumber data utama yang digunakan dalam Publikasi Penduduk Lanjut Usia 

2010 adalah data hasil Sensus Penduduk Tahun 2010 (SP2010). Data yang dihasilkan 

dari SP2010 dapat memberikan gambaran secara aktual mengenai kondisi demografi, 

kesulitan fungsional, pendidikan dan ketenagakerjaan hingga wilayah administratif 

yang paling kecil (desa/kelurahan). Berkaitan dengan publikasi ini, berdasarkan data 

hasil SP2010 diperoleh gambaran makro mengenai kondisi dan potensi penduduk 

lansia dari sisi demografi, pendidikan, ketenagakerjaan, dan kesulitan fungsional. 

  Secara konstitusional, Badan Pusat Statistik (BPS) bertanggung jawab 

menyediakan statistik dasar melalui kegiatan Sensus Penduduk (SP), Sensus 

Pertanian (ST), dan Sensus Ekonomi (SE) yang masing-masing dilaksanakan setiap 

sepuluh tahun sekali. Sensus penduduk di Indonesia telah dilakukan sebanyak enam 

kali, yaitu tahun 1961, 1971, 1980, 1990, 2000, dan terakhir pada bulan Mei 2010. 
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2.2  Ruang Lingkup 

2.2.1 Cakupan Wilayah 

Pelaksanaan SP2010 dilakukan terhadap seluruh penduduk Warga Negara 

Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA) yang tinggal dalam wilayah 

teritorial Indonesia, baik yang bertempat tinggal tetap maupun yang tidak tetap. 

Penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap antara lain tuna wisma, pengungsi, 

awak kapal berbendera Indonesia, suku terasing, dan penghuni perahu/rumah apung. 

Sedangkan anggota  korps diplomatik negara lain beserta anggota rumah tangganya, 

meskipun tinggal dan menetap di wilayah teritorial Indonesia tidak dicakup dalam 

pencacahan SP2010. Sebaliknya anggota korps diplomatik RI beserta anggota rumah 

tangganya yang berada di luar negeri akan dicakup dalam SP2010.  

Pencacahan SP2010 dilakukan serentak pada “Bulan Sensus” mulai tanggal 1 

Mei sampai dengan 31 Mei 2010.  

 

2.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Dalam SP2010, pencacahan penduduk menggunakan konsep “de jure” atau 

konsep “dimana seseorang biasanya menetap/bertempat tinggal” (usual residence) 

dan konsep “de facto” atau konsep “dimana seseorang berada pada saat pencacahan”. 

Untuk penduduk yang bertempat tinggal tetap, dicacah dimana mereka biasanya 

bertempat tinggal. Penduduk yang sedang bepergian 6 bulan atau lebih, atau yang 

telah berada pada suatu tempat tinggal selama 6 bulan atau lebih, dicacah dimana 

mereka tinggal pada saat pencacahan. Penduduk yang menempati rumah 

kontrak/sewa (tahunan/bulanan) dianggap sebagai penduduk yang bertempat tinggal 

tetap. 

Pelaksanaan pencacahan penduduk dalam SP2010 dilakukan dengan cara 

sebagai berikut: 

1. Penduduk yang bertempat tinggal tetap termasuk tempat tinggal biasa, 

apartemen, rumah susun dan perumahan elit akan dicacah dengan daftar L1 dan 

daftar C1 yang dapat dilihat pada lampiran. Daftar L1 berisi keterangan tentang 
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jenis bangunan, nama Kepala Rumah Tangga (KRT), dan jumlah Anggota Rumah 

Tangga (ART) dibedakan menurut jenis kelamin. Daftar C1 berisi keterangan 

nama ART, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, agama, kecacatan 

(functional disability), suku bangsa, bahasa, migrasi, pendidikan, status 

perkawinan, ketenagakerjaan, fertilitas, mortalitas, dan fasilitas perumahan. 

2. Penduduk yang bertempat tinggal tetap di wilayah lain, mencakup masyarakat 

terpencil, penghuni rumah perahu, dan diplomat beserta anggota rumah 

tangganya di luar negeri, akan dicacah dengan daftar C2 yang dapat dilihat pada 

lampiran. Daftar C2 berisi keterangan nama ART, hubungan dengan KRT, jenis 

kelamin, umur, agama, migrasi, ijazah, status perkawinan, ketenagakerjaan, luas 

lantai rumah, dan fasilitas penerangan perumahan. 

3. Penduduk yang bertempat tinggal tidak tetap mencakup tuna wisma, awak kapal 

berbendera Indonesia, suku terasing, penghuni penjara, penghuni barak militer, 

pengungsi di tenda penampungan dicacah dengan daftar L2 yang dapat dilihat 

pada lampiran. Daftar L2 berisi keterangan mengenai nama ART, jenis kelamin, 

ijazah, dan tempat lahir (provinsi dan kabupaten/kota). 

4. Daftar C1 mencakup penduduk yang tinggal di rumah tangga biasa dan rumah 

tangga khusus seperti asrama, panti asuhan, panti jompo kecuali barak militer 

dan penjara.  

  

2.3 Konsep dan Definisi 

a. Tipe Daerah menggambarkan kelompok desa/kelurahan yang termasuk daerah 

perkotaan atau perdesaan. Penentuan suatu desa/kelurahan termasuk perkotaan 

atau perdesaan menggunakan suatu indikator komposit (indikator gabungan) 

yang skor atau nilainya didasarkan pada skor atau nilai-nilai tiga buah variabel: 

kepadatan penduduk, persentase rumah tangga pertanian, dan akses ke fasilitas 

perkotaan. 

b. Penduduk Lanjut Usia adalah penduduk yang berumur 60 tahun ke atas. 
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c. Rumah Tangga Biasa adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami 

atau tinggal bersama di sebagian atau seluruh bangunan fisik/bangunan sensus 

dan biasanya makan dari satu dapur. Yang dimaksud satu dapur adalah jika 

pengurusan kebutuhan sehari-hari dikelola menjadi satu. Beberapa orang yang 

bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun 

mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. 

d. Rumah Tangga Khusus adalah orang yang tinggal di asrama seperti asrama 

perawat, asrama mahasiswa dan asrama TNI/Polisi, panti asuhan, panti jompo, 

dan sekelompok orang yang mondok dengan makan (indekos) berjumlah 10 

orang atau lebih. 

e. Kepala Rumah Tangga adalah salah seorang dari ART yang bertanggung jawab 

atas pemenuhan kebutuhan sehari-hari di rumah tangga atau orang yang 

dituakan/dianggap/ditunjuk sebagai KRT. 

f. Anggota Rumah Tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di 

suatu rumah tangga, baik yang pada waktu pencacahan berada di rumah tangga 

tersebut maupun yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan tidak berniat 

pindah. 

Tidak termasuk anggota rumah tangga yaitu orang yang telah bepergian 

selama 6 bulan atau lebih, atau kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah 

(akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih). 

Di sisi lain, orang yang telah 6 bulan atau lebih tinggal di rumah tangga yang 

sedang dicacah atau yang telah tinggal kurang dari 6 bulan tetapi berniat menetap 

dianggap sebagai anggota rumah tangga dari rumah tangga yang sedang dicacah 

tersebut. 

g. Kawin adalah mempunyai isteri (bagi pria) atau suami (bagi wanita) pada saat 

pencacahan, baik tinggal bersama maupun tinggal terpisah. Dalam hal ini yang 

dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara dan 

sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat 

sekelilingnya dianggap sebagai suami isteri. 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



�
�����������	
������
�
���������
���������	
�����������������  11

h. Cerai  Hidup adalah berpisah  sebagai  suami-isteri  karena bercerai dan belum 

kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum 

resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup 

terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/isteri ditinggalkan oleh 

isteri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau 

untuk keperluan lain.  Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi mengaku 

pernah hamil, dianggap sebagai cerai hidup. 

i. Cerai Mati adalah ditinggal mati oleh suami atau isterinya dan belum kawin lagi. 

j. Angka Harapan Hidup adalah perkiraan rata-rata lama hidup yang dicapai oleh 

sekelompok penduduk, mulai lahir sampai meninggal. 

k. Rasio Ketergantungan: 

Rasio Ketergantungan Muda (YDR = Youth Dependency Ratio) adalah 

persentase penduduk usia 0-14 tahun terhadap penduduk usia 15-59 tahun. 

Rasio Ketergantungan Lansia (ODR = Old Dependency Ratio) adalah 

persentase penduduk usia 60 tahun ke atas terhadap penduduk usia 15-59 tahun. 

Rasio Ketergantungan Total (TDR = Total Dependency Ratio) adalah 

persentase penduduk usia 0-14 tahun dan 60 tahun ke atas terhadap penduduk 

usia 15-59 tahun. 

l. Tidak/Belum Pernah Sekolah adalah tidak/belum pernah terdaftar dan aktif 

mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan, termasuk mereka yang 

tamat/belum tamat Taman Kanak-kanak namun tidak melanjutkan ke Sekolah 

Dasar (SD). 

m. Tidak/Belum Tamat SD adalah pernah/sedang bersekolah di SD atau yang 

sederajat tetapi tidak/belum tamat. 

n. Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi 

yang ditamatkan oleh seseorang yang ditandai dengan kepemilikan ijazah. 

 Jenjang pendidikan antara lain: 

SD meliputi Sekolah Dasar, Madrasah Ibtidaiyah dan sederajat. 
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SMP meliputi jenjang pendidikan SMP Umum, Madrasah Tsanawiyah, SMP 

kejuruan dan sederajat. 

SM meliputi jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah dan sederajat. 

PT (Perguruan Tinggi) meliputi jenjang pendidikan tinggi program diploma 1/2 

(D1/D2), program diploma 3 (D3)/sarjana muda, program diploma 4/sarjana 

(D4/S1), dan program pasca sarjana (S2/S3). 

o. Dapat Membaca dan Menulis adalah kemampuan seseorang untuk bisa 

membaca dan menulis kata-kata/kalimat sederhana dalam huruf tertentu. 

Buta Aksara/Huruf adalah tidak bisa membaca dan menulis kalimat sederhana 

dengan suatu aksara, termasuk huruf Braille. Orang cacat yang pernah dapat 

membaca dan menulis digolongkan tidak buta huruf. 

p. Mampu Berbahasa Indonesia. Seseorang dikatakan mampu berbahasa 

Indonesia apabila anggota rumah tangga mengerti apa yang diucapkan orang 

(didengar oleh anggota rumah tangga) dan dapat mengucapkan kata-kata yang 

dimengerti orang lain dalam Bahasa Indonesia. 

q. Ketenagakerjaan: 

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh/ 

membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu 

jam dalam seminggu sebelum pencacahan. Bekerja selama satu jam tersebut 

harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (termasuk pekerja keluarga 

tanpa upah yang membantu dalam kegiatan usaha/ekonomi). Termasuk pula 

yang mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja karena berbagai 

alasan seperti cuti, nunggu panen, mogok dan sebagainya. 

Lapangan Usaha adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/perusahaan/instansi 

tempat seseorang bekerja. 
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Status Pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di 

suatu unit usaha/kegiatan, misalnya berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain, 

berusaha dibantu buruh tetap, atau buruh/karyawan. 

r. Kesulitan Fungsional atau functional difficulty adalah ketidakmampuan 

seseorang melakukan aktivitas normal sehari-hari. Ada lima kesulitan fungsional 

yang dicakup dalam SP2010 yaitu (1) kesulitan melihat, (2) kesulitan mendengar, 

(3) kesulitan berjalan, (4) kesulitan mengingat, berkonsentrasi, atau 

berkomunikasi, dan (5) kesulitan mengurus diri sendiri. Kelima jenis kesulitan 

tersebut diukur tingkat kesulitannya yaitu (1) Tidak ada kesulitan, (2) Sedikit, 

atau (3) Parah. 

 Kesulitan melihat, meskipun pakai kacamata apabila dalam jarak minimal 30 

cm dan dengan penerangan yang cukup tidak dapat melihat dengan jelas baik 

bentuk, ukuran dan warna. Walaupun orang itu menggunakan alat bantu 

(kacamata), ia tetap mengalami kesulitan melihat, maka orang tersebut 

dikategorikan mengalami kesulitan. Tetapi, kalau dengan bantuan kacamata ia 

dapat melihat normal, maka orang itu dikategorikan tidak mengalami gangguan.  

Yang termasuk kesulitan/gangguan penglihatan adalah: 

(1) Buta total: kondisi dimana dua mata tidak dapat melihat sama sekali; 

(2) Kurang penglihatan (low vision) adalah kondisi dimana dua mata tidak dapat 

menghitung jari-jari yang digerakkan pada jarak 1 meter di depannya 

walaupun memakai kacamata atau cukup cahaya; 

(3) Buta warna adalah kondisi dua mata responden tidak dapat membedakan 

warna. 

 
 Kesulitan mendengar, meskipun memakai alat bantu pendengaran jika tidak 

dapat mendengar suara dengan jelas, membedakan sumber, volume dan kualitas 

suara sehingga tidak dapat merespon suara tersebut secara wajar. Seseorang yang 

menggunakan alat bantu sehingga  dapat mendengar dengan normal, maka orang 

tersebut dikategorikan tidak mengalami kesulitan. Termasuk kategori ini adalah 

para penyandang cacat rungu/wicara. 
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 Kesulitan berjalan atau naik tangga, bila tidak dapat berjalan dengan normal 

misalnya maju, mundur, ke samping, tidak stabil dan kesulitan untuk menaiki 

tangga. Seseorang yang harus menggunakan alat bantu untuk berjalan atau naik 

tangga dikategorikan mengalami kesulitan. 

 
 Kesulitan mengingat atau berkonsentrasi atau berkomunikasi dengan 

orang lain karena kondisi fisik atau mental,  jika mengalami kesulitan dalam 

mengingat atau tidak dapat berkonsentrasi. Seseorang dikatakan mengalami 

kesulitan/gangguan berkomunikasi bila dalam berbicara berhadapan tanpa 

dihalangi sesuatu, seperti tembok, musik keras, sesuatu yang menutupi telinga, 

pembicaraannya tidak dapat dimengerti atau tidak dapat berbicara sama sekali 

karena gangguan fisik dan mental. Termasuk kategori ini adalah para penyandang 

cacat rungu/wicara dan autis.  

 
 Kesulitan mengurus diri sendiri, jika mengalami kesulitan dalam kegiatan 

sehari-hari seperti makan, mandi, berpakaian, ke toilet, dan lain-lain. Kesulitan 

makan maksudnya dalam hal makan sendiri (disuapi orang lain, menggunakan 

sendok, garpu untuk mengambil makanan atau minuman). Kesulitan 

membersihkan seluruh tubuh. Kesulitan berpakaian maksudnya dalam hal 

mengambil pakaian dari tempat penyimpanan, mengancingkan baju, mengikat 

simpul, dll. Kesulitan tangan maksudnya dalam hal mengambil/memegang barang 

(tangan lemah, jari kurang lengkap). 

 
 Seseorang dikatakan mengalami kesulitan sedikit bila ia mengalami kesulitan 

namun masih dapat melakukan hal tersebut.   

Seseorang dikatakan mengalami kesulitan parah bila ia tidak dapat lagi 

melakukan aktivitas tersebut atau sangat sulit untuk melakukannya. 
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2.4  Keterbatasan Data 

1.  Pengumpulan data kesulitan fungsional dalam SP2010 hanya dilakukan 

berdasarkan pengamatan, pengetahuan dan pengakuan responden, bukan 

berdasarkan pemeriksaan atau peralatan medis. 

2.  Pengumpulan data keaksaraan dalam SP2010 didasarkan pada declaration atau 

pernyataan/pengakuan responden, bukan pada uji/tes membaca dan menulis. 

3.  Dari seluruh variabel yang disajikan dalam publikasi ini, hanya variabel demografi 

dan pendidikan yang ditamatkan mencakup seluruh penduduk, tetapi variabel 

lain seperti kesulitan fungsional, kemampuan berbahasa Indonesia, kemampuan 

membaca dan menulis, serta partisipasi sekolah tidak mencakup seluruh 

penduduk. 

 

2.5   Metode Analisis 

Metode analisis yang digunakan dalam kajian ini adalah analisis deskriptif 

dengan penyajian data dalam bentuk tabel ulasan sederhana dan visualisasi berupa 

gambar/grafik untuk memudahkan pembaca dalam memahaminya. Analisis yang 

disajikan disertai dengan analisis diferensial untuk melihat perbedaan pola serta 

gambaran antar daerah perkotaan dan perdesaan serta jenis kelamin.  
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Data dasar kependudukan sangat diperlukan dalam perencanaan 

pembangunan (sebagai input dan output) serta penetapan prioritas pembangunan 

dalam bidang kependudukan. Data tersebut antara lain berkaitan dengan jumlah dan 

struktur penduduk. Data jumlah dan struktur penduduk pada kegiatan perencanaan, 

sebagai input pembangunan digunakan sebagai rujukan untuk memperkirakan jumlah 

SDM atau tenaga kerja yang dapat diserap dalam kegiatan pembangunan. Di lain 

pihak, kegiatan perencanaan sebagai output pembangunan, data jumlah dan struktur 

penduduk digunakan untuk menentukan kelompok sasaran (target groups) 

pembangunan, misalnya balita, penduduk usia sekolah, penduduk miskin, dan 

penduduk lansia. 

Penduduk lansia atau penduduk usia 60 tahun ke atas merupakan salah satu 

kelompok sasaran pembangunan yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Hal ini 

terjadi seiring dengan adanya fenomena kependudukan di abad millenium ini yaitu 

����
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peningkatan jumlah lansia. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk lansia, 

dibutuhkan perhatian dari semua pihak dalam mengantisipasi berbagai permasalahan 

yang berkaitan dengan penuaan penduduk terutama dalam struktur demografis. 

Terjadinya perubahan struktur penduduk lansia membawa implikasi pada perumusan 

dan arah kebijakan pembangunan, salah satunya untuk memberdayakan dan 

meningkatkan kesejahteraan penduduk lansia.  

Sejalan dengan itu dibutuhkan data atau informasi dasar yang berkaitan 

dengan jumlah dan struktur demografis penduduk lansia. Tersedianya data dasar 

tersebut akan sangat membantu pemerintah dalam menentukan skala prioritas dan 

sasaran/target pembangunan. Uraian berikut ini difokuskan untuk memperoleh 

gambaran secara makro mengenai jumlah dan komposisi penduduk lansia serta 

perkembangannya menurut karakteristik demografis antara lain umur, jenis kelamin, 

daerah tempat tinggal dan struktur dalam rumah tangga. 

3.1 Distribusi dan Komposisi Penduduk Lansia 

Berdasarkan hasil SP2010, secara umum jumlah penduduk lansia di Provinsi 

Nusa Tenggara Barat sebanyak 325.369 orang (Tabel 3.1) atau 7,23 persen dari 

keseluruhan penduduk (Gambar 3.1). Jumlah penduduk lansia perempuan (171.743 

orang) lebih banyak dari jumlah penduduk lansia laki-laki (153.626 orang). Dilihat 

menurut tipe daerah, tampak bahwa sebaran penduduk lansia jauh lebih banyak di 

daerah perdesaan (194.386 orang) dibandingkan di daerah perkotaan (130.983 

orang).    

Jika dilihat menurut kelompok umur, jumlah penduduk lansia terbagi menjadi 

lansia muda (60-69 tahun) sebanyak 201.531 orang, lansia menengah (70-79 tahun) 

sebanyak 90.138 orang, dan lansia tua (80 tahun ke atas) sebanyak 33.700 orang. 

Sementara itu, penduduk pra lansia yaitu kelompok umur 45-54 tahun dan 55-59 

tahun masing-masing sebanyak 439.432 orang dan 139.111 orang. 

Menurut jenis kelamin nampak bahwa pada kelompok umur lansia lebih 

banyak lansia perempuan dibandingkan lansia laki-laki, sedangkan pada kelompok 
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umur pra lansia terjadi sebaliknya. Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan 

maupun perdesaan. 

Tabel 3.1 

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur (Tahun), 2010 
 

Tipe Daerah/ 
Jenis Kelamin 

45-54 55-59 60-69 70-79 80+ 60+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Perkotaan        

Laki-laki (L) 87.266 28.643 38.029 16.262 5.476 59.767 

Perempuan (P) 93.630 28.492 42.748 19.964 8.504 71.216 

L+P 180.896 57.135 80.777 36.226 13.980 130.983 

       

Perdesaan       

Laki-laki (L) 124.566 41.232 59.550 25.585 8.724 93.859 

Perempuan (P) 133.970 40.744 61.204 28.327 10.996 100.527 

L+P 258.536 81.976 120.754 53.912 19.720 194.386 

       

Perkotaan+Perdesa

an  
      

Laki-laki (L) 211.832 69.875 97.579 41.847 14.200 153.626 

Perempuan (P) 227.600 69.236 103.952 48.291 19.500 171.743 

L+P 439.432 139.111 201.531 90.138 33.700 325.369 

 

Berdasarkan Gambar 3.1, diketahui bahwa proporsi penduduk lansia di Nusa 

Tenggara Barat sebesar 7,23 persen. Angka ini menunjukkan bahwa Provinsi Nusa 

Tenggara Barat termasuk daerah yang telah memasuki era penduduk berstruktur tua 

(aging structured population) karena jumlah penduduk yang berusia 60 tahun ke atas 

telah melebihi angka tujuh persen.  Kondisi ini terlihat pada penduduk lansia 

perempuan di daerah perkotaan (7,35 persen) maupun perdesaan (7,46 persen) dan 

lansia laki-laki di daerah perdesaan (7,36 persen), seperti yang ditunjukkan pada 

Gambar 3.1.  
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Gambar 3.1 

Proporsi Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Tipe Daerah 

dan Jenis Kelamin, 2010 
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3.2 Rasio Ketergantungan Penduduk Lansia  

 

Perubahan struktur penduduk mempengaruhi angka beban ketergantungan, 

salah satunya adalah beban ketergantungan penduduk tua. Rasio ketergantungan 

penduduk lansia (Old Dependency Ratio/ODR) adalah angka yang menunjukkan 

tingkat ketergantungan penduduk lansia pada penduduk usia produktif. Angka 

tersebut merupakan perbandingan antara jumlah penduduk lansia (60 tahun ke atas) 

dengan jumlah penduduk produktif (15-59 tahun). Dari angka ini tercermin besarnya 

beban ekonomi yang harus ditanggung penduduk produktif untuk membiayai 

penduduk lansia. 

Rasio ketergantungan penduduk tua (ODR) di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

pada tahun 2010 adalah sebesar 11,73 (Gambar 3.2). Rasio sebesar 11,73 

menunjukkan bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif (15-59 tahun) harus 

menanggung sekitar 11 sampai 12 orang penduduk lansia. Angka tersebut akan 

semakin meningkat seiring dengan tingginya angka rata-rata harapan hidup 

penduduk Indonesia. Rasio ketergantungan penduduk lansia di daerah perdesaan 

lebih tinggi dibandingkan daerah perkotaan (12,28 berbanding 11,00). Di samping itu 

ditampilkan pula rasio ketergantungan penduduk muda (YDR) dan rasio 

ketergantungan total (TDR) yang angkanya jauh lebih tinggi dibandingkan ODR. 
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Gambar 3.2 

Rasio Ketergantungan di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Tipe Daerah, 2010 
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3.3 Status Perkawinan Penduduk Lansia 

Tabel 3.2 menunjukkan bahwa separuh lebih (60,88 persen) penduduk lansia 

berstatus kawin, diikuti dengan lansia berstatus cerai mati (33,26 persen). Sementara 

itu, penduduk lansia yang bersatus cerai hidup dan belum kawin masing-masing 

hanya sebesar 4,46 persen dan 1,41 persen.     

Tabel 3.2   

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Tipe Daerah, 

Jenis Kelamin, dan  Status Perkawinan, 2010 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Belum 

Kawin 
Kawin 

Cerai 

Hidup 

Cerai 

Mati 
Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

Perkotaan       

Laki-laki  (L) 0,96 83,63 2,48 12,93 100,00 

Perempuan  (P) 2,25 37,15 6,91 53,69 100,00 

L+P 1,66 58,35 4,89 35,10 100,00 

Perdesaan       

Laki-laki (L)  0,84 83,90 2,24 13,02 100,00 

Perempuan (P) 1,61 42,69 5,95 49,75 100,00 

L+P 1,24 62,59 4,16 32,01 100,00 

Perkotaan+Perdesaan      

Laki-laki  (L) 0,88 83,79 2,34 12,98 100,00 

Perempuan (P) 1,87 40,39 6,35 51,38 100,00 

L+P 1,41 60,88 4,46 33,26 100,00 

 

% 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



�
�����������	
������
�
���������
���������	
���������������� 24 

Bila dilihat lebih rinci menurut jenis kelamin, status perkawinan lansia laki-laki 

mempunyai pola yang berbeda dengan lansia perempuan. Tabel 3.2 menunjukkan 

penduduk lansia laki-laki yang berstatus kawin (83,79 persen) lebih banyak 

dibandingkan dengan mereka yang berstatus cerai mati (12,98 persen). Sebaliknya, 

penduduk lansia perempuan yang berstatus cerai mati (51,38 persen) lebih banyak 

daripada yang berstatus kawin (40,39 persen). Pola ini terlihat baik di daerah 

perkotaan maupun perdesaan.  

 

3.4 Peranan Penduduk Lansia di Dalam Rumah Tangga  

Seseorang yang telah memasuki masa tua seyogianya dapat menikmati hari 

tuanya tanpa beban yang berat. Namun, kenyataan menunjukkan bahwa penduduk 

lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih banyak yang berperan sebagai kepala 

rumah tangga. Mereka memegang peranan penting di dalam rumah tangga yaitu 

sebagai pemimpin dan bertanggung jawab terhadap rumah tangga baik dari segi 

psikologis maupun ekonomis.  

Pada tahun 2010,  lebih dari separuh (62,50 persen) penduduk lansia berperan 

sebagai kepala rumah tangga (Gambar 3.3). Tingginya lansia yang menjadi tulang 

punggung keluarga didominasi oleh penduduk lansia laki-laki dengan persentase 

sebesar 90,32 persen, sedangkan lansia perempuan yang menjadi kepala rumah 

tangga hanya sebesar 37,62 persen.  

 

Gambar 3.3  

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Menjadi Kepala 

Rumah Tangga (KRT) dan Anggota Rumah Tangga (ART) menurut Jenis Kelamin, 2010 

9,68

90,32

62,38

37,62 37,50

62,50

0
10

20
30
40
50
60
70

80
90

100

KRT ART

Laki-laki Perempuan Laki-laki+Perempuan
 

% 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



�
�����������	
������
�
���������
���������	
�����������������  25

Tabel 3.3 menyajikan persentase penduduk lansia dan hubungannya dengan 

kepala rumah tangga. Seperti yang dikemukakan di atas bahwa lebih dari separuh 

lansia berperan sebagai kepala rumah tangga. Selain lansia yang berperan sebagai 

kepala rumah tangga (62,50 persen), terdapat pula lansia yang menjadi orang 

tua/mertua dari KRT dengan persentase sebesar 16,15 persen dan sebagai 

isteri/suami KRT sebesar 18,30 persen.  Disamping itu ada pula lansia yang tinggal 

sebagai famili/kerabat dari KRT dengan persentase sebesar 2,80 persen.  

Tabel 3.3  

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Tipe Daerah, 

Jenis Kelamin, dan Hubungan dengan KRT, 2010 

 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 
KRT 

Isteri/ 

Suami 

Orang 

Tua/ 

Mertua 

Famili 

Lain 
Pembantu Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Perkotaan         

Laki-laki (L) 91,40 0,19 6,81 1,37 0,03 0,20 100,00 

Perempuan (P) 39,71 31,87 23,22 4,74 0,10 0,36 100,00 

L+P 63,29 17,42 15,73 3,21 0,07 0,29 100,00 

        

Perdesaan         

Laki-laki (L) 89,64 0,22 8,66 1,36 0,02 0,10 100,00 

Perempuan (P) 36,14 36,32 23,70 3,61 0,01 0,21 100,00 

L+P 61,97 18,89 16,44 2,52 0,02 0,16 100,00 

        

Perkotaan+Perdesaan       
Laki-laki (L) 90,32 0,21 7,94 1,36 0,02 0,14 100,00 

Perempuan (P) 37,62 34,48 23,50 4,08 0,05 0,27 100,00 

   L+P 62,50 18,30 16,15 2,80 0,04 0,21 100,00 
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Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM pemerintah melakukan 

pembangunan di bidang pendidikan yang ditujukan bagi seluruh lapisan masyarakat 

tanpa memandang usia. Hal ini sesuai dengan UUD 1945 yang tercantum pada Bab 

XIII Pasal 31 Ayat (1): bahwa tiap-tiap warga negara berhak mendapat pengajaran. 

Selain itu, Bab IV Pasal 5 Ayat (5) UU RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional juga menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat 

kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. 

Berdasarkan UU yang disebutkan di atas, pendidikan sangat penting baik bagi 

penduduk usia muda maupun tua. Bagi penduduk usia muda, pendidikan merupakan 

hal yang mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup di masa depan. Penduduk yang 

berusia tua pun juga perlu mendapatkan pendidikan, seperti yang tertuang dalam UU 

Lansia No. 13 Tahun 1998 Bab III Pasal 5 Ayat (2)d tentang hak dan kewajiban lansia, 

bahwa lansia diberikan hak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial salah satunya 
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dalam bidang pendidikan dan pelatihan. Dengan bekal pendidikan dan pelatihan yang 

memadai, diharapkan timbul rasa kemandirian pada lansia sehingga tidak menjadi 

beban bagi dirinya, keluarga maupun masyarakat. 

Sejalan dengan itu, dalam UU tersebut Bab VI Pasal 16 ayat (1) disebutkan 

bahwa pemerintah memberikan pelayanan dan pelatihan yang dimaksudkan untuk 

meningkatkan pengetahuan, keahlian, keterampilan, kemampuan, dan pengalaman 

lanjut usia potensial sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Berkaitan dengan UU 

tersebut diatas, pemerintah telah berupaya menyelenggarakan berbagai program 

yang ditujukan dalam meningkatkan pendidikan sekaligus kesejahteraan penduduk 

lansia, antara lain program Pemberantasan Buta Aksara (keaksaraan dasar) dan 

dilanjutkan dengan program keaksaraan fungsional. Keseluruhan program yang 

diselenggarakan pemerintah tersebut pada dasarnya mencerminkan komitmen 

pemerintah dalam melaksanakan tujuan nasional yaitu mencerdaskan bangsa.  

Karakteristik penduduk lansia berbeda dengan kelompok penduduk lainnya, 

seperti balita, remaja dan pemuda. Jika kelompok penduduk muda memiliki 

kemampuan fisik dan non fisik yang makin berkembang dan meningkat, sebaliknya 

penduduk lansia memiliki kemampuan fisik dan non fisik cenderung semakin 

menurun seiring dengan proses menua yang terjadi pada mereka secara alamiah. 

Sejalan dengan itu, program pembangunan pendidikan serta pengembangan dan 

peningkatan keterampilan bagi penduduk lansia memerlukan penanganan yang lebih 

khusus dan terfokus.  Untuk itu, agar diperoleh gambaran secara makro mengenai 

pendidikan lansia, di bawah ini akan diulas pendidikan yang ditamatkan lansia, 

kemampuan membaca dan menulis, serta kemampuan berbahasa Indonesia. 

4.1   Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan 

Pendidikan merupakan salah satu sarana menuju SDM yang berkualitas. Salah 

satu upaya peningkatan bidang pendidikan adalah dengan penyediaan fasilitas dan 

sarana pendidikan yang semakin baik. Semakin tinggi akses terhadap fasilitas 

pendidikan, diharapkan semakin banyak pula penduduk yang dapat bersekolah, 

sehingga pemerataan pendidikan dapat terwujud. Kemudahan fasilitas pendidikan 
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dapat dirasakan oleh generasi muda saat ini, namun tidak dirasakan oleh generasi tua 

di jamannya seperti pada masa kemerdekaan. 

Keterbatasan fasilitas, sarana dan prasarana pendidikan akibat sisa-sisa 

penjajahan pada masa kemerdekaan menjadi salah satu faktor penyebab tingkat 

pendidikan lansia yang rendah. Seperti yang ditunjukkan pada Gambar 4.1, lebih dari 

separuh (61,74 persen) penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat 

tidak/belum pernah sekolah, sebesar 18,10 persen tamat SD/sederajat dan sebesar 

12,24 persen lansia tidak tamat SD. Sementara itu, penduduk lansia yang 

berpendidikan tamat SMP/sederajat ke atas relatif kecil dengan persentase lansia 

yang tamat SMP/sederajat sebesar 3,12 persen, SM/sederajat sebesar 3,30 persen dan 

Perguruan Tinggi (PT) hanya sebesar 1,50 persen.  

Gambar 4.1 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Jenjang 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kelamin, 2010 
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Gambar 4.1 juga menunjukkan bahwa tingkat pendidikan lansia perempuan 

lebih rendah dibandingkan lansia laki-laki. Persentase penduduk lansia perempuan 

yang tidak pernah sekolah sebesar 72,55 persen, atau hampir dua kali lipat 

dibandingkan lansia laki-laki yang besarnya 49,66 persen. Keadaan berkebalikan 

terjadi pada lansia yang menamatkan pendidikan SD/sederajat ke atas, dimana pada 

setiap jenjang pendidikan persentase lansia laki-laki lebih besar dibandingkan lansia 

perempuan. Fenomena menarik dari terjadinya kesenjangan gender dalam akses 

memperoleh pelayanan pendidikan di masa lalu merupakan gambaran/pola 
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pendidikan di masa Indonesia baru merdeka (tahun ’45-an) dimana orang tua 

mengutamakan pendidikan anak laki-laki dibandingkan perempuan. 

Gambar 4.2 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Jenjang 

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Tipe Daerah, 2010 
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Gambar 4.2 menunjukkan tingkat pendidikan penduduk lansia menurut tipe 

daerah. Penduduk lansia yang tinggal di daerah perkotaan tingkat pendidikannya 

lebih baik dibandingkan daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari penduduk lansia di 

daerah perkotaan yang menamatkan jenjang pendidikan SD/sederajat ke atas di 

masing-masing jenjang pendidikan persentasenya lebih tinggi dibanding penduduk 

lansia di daerah perdesaan. Sebaliknya, persentase penduduk lansia yang tidak/belum 

pernah sekolah di daerah perdesaan (65,94 persen) lebih tinggi dibandingkan lansia 

yang tinggal di daerah perkotaan (55,51 persen). Hal ini mencerminkan bahwa akses 

masyarakat perkotaan dalam memperoleh pelayanan pendidikan lebih baik 

dibandingkan mereka yang tinggal di daerah perdesaan. 

 

4.2   Kemampuan Membaca dan Menulis  

Kemampuan membaca dan menulis merupakan salah satu aspek keterampilan 

yang harus dimiliki penduduk. Dengan kemampuan tersebut seseorang mempunyai 

pengetahuan yang lebih luas sehingga diperoleh SDM berkualitas. Sejalan dengan itu, 

kemampuan membaca dan menulis (melek aksara) dapat dijadikan sebagai salah satu 

indikator dasar untuk melihat tingkat pendidikan masyarakat.  
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Berdasarkan hasil SP2010, dari keseluruhan penduduk lansia di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat sebesar 60,22 persen diantaranya masih buta huruf (Tabel 4.1). 

Keterbatasan berbagai fasilitas dalam bidang pendidikan di masa lalu menjadi salah 

satu faktor penyebab tingginya angka buta huruf lansia. Hal ini lebih banyak dirasakan 

oleh penduduk lansia yang berada di daerah perdesaan. Hal ini terlihat dari angka 

buta huruf penduduk lansia di daerah perdesaan (64,36 persen) yang lebih tinggi 

dibandingkan daerah perkotaan (54,07 persen). 

Tabel 4.1 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Tipe Daerah, 

Jenis Kelamin, dan Kemampuan Membaca dan Menulis, 2010 

Tipe Daerah/ 
Jenis Kelamin 

Dapat Membaca dan Menulis 
Buta  

Huruf 
Jumlah 

Huruf  
Latin 

Huruf  
Lainnya 

(1) (2) (3) (4) (5) 
Perkotaan      

Laki-laki (L) 57,93 2,21 39,86 100,00 

Perempuan (P) 31,64 2,36 65,99 100,00 

L+P 43,64 2,30 54,07 100,00 

     

Perdesaan      

Laki-laki (L) 47,01 1,55 51,44 100,00 

Perempuan (P) 22,32 1,27 76,41 100,00 

L+P 34,24 1,40 64,36 100,00 

     

Perkotaan+Perdesaan    

Laki-laki (L) 51,25 1,81 46,94 100,00 

Perempuan (P) 26,19 1,72 72,09 100,00 

L+P 38,02 1,76 60,22 100,00 

 

Sementara itu, penduduk lansia yang dapat membaca huruf latin sebesar 38,02 

persen dan huruf lainnya sebesar 1,76 persen. Pola ini berlaku baik di daerah 

perkotaan maupun perdesaan. 

Bila dilihat menurut jenis kelamin, persentase penduduk lansia perempuan 

yang buta aksara (72,09 persen)  lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk lansia 

laki-laki (46,94 persen). Kondisi ini terjadi baik di daerah perkotaan maupun 

perdesaan. Salah satu alasan yang mempengaruhinya adalah adanya sistem budaya 
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patriarkhi masyarakat Indonesia saat itu yang cenderung lebih mengutamakan 

pendidikan bagi kaum laki-laki daripada perempuan.  

Gambar 4.3 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Buta Huruf 

menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 
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4.3 Kemampuan Berbahasa Indonesia 

Bahasa merupakan sarana berkomunikasi. Bahasa dalam kehidupan sehari-

hari memegang peranan penting terutama dalam pengungkapan pikiran seseorang. 

Bahasa penting dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional seseorang 

dalam berinteraksi dengan orang lain. Bahasa merupakan alat pemersatu bangsa. 

Indonesia mempunyai banyak bahasa dan sebagai bahasa persatuan/bahasa negara 

adalah bahasa Indonesia (Amandemen UUD 1945 Bab XV Pasal 36). 
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Gambar 4.4 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Mampu Berbahasa 

Indonesia menurut Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 
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Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

sebanyak 48,35 persen mampu berbahasa Indonesia (Gambar 4.4). Bila dilihat dari 

tipe daerah, persentase penduduk lansia di daerah perkotaan yang mampu berbahasa 

Indonesia (57,04 persen) lebih tinggi dibandingkan lansia di perdesaan (42,50 

persen). Hal ini wajar mengingat penduduk perkotaan umumnya lebih beragam suku 

bangsanya sehingga interaksi sosial masyarakatnya sebagian besar menggunakan 

bahasa Indonesia. Pola ini terlihat baik pada penduduk lansia laki-laki maupun 

perempuan.  
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Tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai 

pelaku dan tujuan pembangunan. Salah satu arah pembangunan dalam kegiatan 

ekonomi adalah pembangunan bidang ketenagakerjaan. Pembangunan ini diperlukan 

untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan 

serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat 

dan martabat kemanusiaan. Sasaran pembangunan ketenagakerjaan tidak hanya 

ditujukan bagi penduduk muda yang produktif, melainkan juga diarahkan bagi lansia 

potensial.  

Pemberdayaan penduduk lansia potensial merupakan salah satu upaya 

menunjang kemandirian lansia, baik dari aspek ekonomis, maupun sebagai 

pemenuhan kebutuhan psikologi, sosial, budaya dan kesehatan. Hal ini sesuai dengan 

UU Lansia No. 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia Bab VI Pasal 15 Ayat (1) 

yang menyebutkan bahwa pemerintah memberikan pelayanan kesempatan kerja bagi 
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lanjut usia potensial dimaksudkan memberi peluang untuk mendayagunakan 

pengetahuan, keahlian, kemampuan, keterampilan, dan pengalaman yang dimilikinya.  

Sejalan dengan itu, pada bagian ini akan dilihat gambaran secara makro 

mengenai ketenagakerjaan penduduk lansia. Gambaran tersebut secara rinci akan 

dilihat dari berbagai indikator ketenagakerjaan yang mencakup partisipasi dalam 

kegiatan ekonomi, lapangan usaha, dan status pekerjaan.  

 

5.1   Partisipasi dalam Kegiatan Ekonomi 

 Penduduk dikelompokkan menjadi penduduk usia kerja dan penduduk bukan 

usia kerja. Penduduk usia kerja adalah penduduk usia 15 tahun ke atas, dibedakan 

atas dua kelompok, angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri 

dari penduduk yang bekerja, orang tidak bekerja yang mencari pekerjaan/ 

mempersiapkan usaha, mereka yang putus asa mencari pekerjaan dan tidak mungkin 

mendapatkan pekerjaan, serta mereka yang punya pekerjaan tetapi belum mulai 

bekerja. Bukan angkatan kerja terdiri dari penduduk yang pada periode rujukan tidak 

mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah 

tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga 

bank, jompo atau alasan yang lain). 

Penduduk lansia yang termasuk dalam angkatan kerja merupakan lansia 

potensial. Mereka tergolong sebagai lansia yang produktif dan mandiri. Gambar 5.1 

menunjukkan bahwa penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat masih banyak 

yang tergolong sebagai lansia produktif. Dari jumlah keseluruhan penduduk lansia 

sebanyak 51,47 persen diantaranya masih bekerja. Jika dilihat berdasarkan jenis 

kelamin, persentase lansia laki-laki yang bekerja (68,70 persen) hampir dua kali lipat 

lebih tinggi dari lansia perempuan (36,05 persen). Kondisi ini terjadi baik di daerah 

perkotaan maupun perdesaan. 
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Gambar 5.1 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja menurut 

Tipe Daerah dan Jenis Kelamin, 2010 
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Profil ketenagakerjaan penduduk lansia di daerah perdesaan dan perkotaan 

cenderung berbeda. Penduduk lansia di perdesaan yang masih bekerja lebih tinggi 

dibanding di daerah perkotaan. Hasil SP2010 menunjukkan bahwa persentase 

penduduk lansia perdesaan yang bekerja sebesar 56,36 persen, lebih tinggi daripada 

penduduk lansia perkotaan yang hanya sebesar 44,20 persen.  

 Jika dibedakan menurut kelompok umur, proporsi lansia yang bekerja 

sebagian besar berada pada kelompok lansia muda (60-69 tahun), yaitu sebesar 62,49 

persen dari jumlah keseluruhan penduduk lansia berumur 60-69 tahun (Tabel 5.1). 

Proporsinya cenderung semakin rendah pada kelompok umur yang lebih tinggi, yaitu 

proporsi lansia yang bekerja pada kelompok umur lansia menengah (70-79 tahun) 

sebesar 39,13 persen dan pada kelompok umur lansia tua (80 tahun ke atas) sebesar 

18,53 persen. 

Sementara itu, proporsi penduduk pra lansia yang bekerja lebih besar 

dibandingkan penduduk lansia. Pada kelompok umur 45-54 tahun sebesar 80,97 

persen dan kelompok umur 55-59 tahun sebesar 75,30 persen. Hal ini wajar 

mengingat pada usia tersebut, mereka masih produktif dan relatif masih memiliki 

tenaga yang kuat dibandingkan lansia. Pada masa lansia, sebagian besar dari mereka 
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telah meninggalkan pasar kerja karena memasuki masa pensiun atau telah berhenti 

bekerja. 

Tabel 5.1 

Proporsi Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Bekerja menurut Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Kelompok Umur (Tahun), 2010 

 

Tipe Daerah/ 
Jenis Kelamin 

45-54 55-59 60-69 70-79 80+ 60+ 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 
Perkotaan        

Laki-laki (L) 93,24 83,89 71,15 49,57 27,48 61,28 

Perempuan (P) 60,09 52,16 38,92 19,83 7,96 29,87 

L+P 76,08 68,07 54,09 33,18 15,61 44,20 

       

Perdesaan       

Laki-laki (L) 95,86 93,00 84,47 61,46 33,07 73,42 

Perempuan (P) 73,73 67,54 52,19 26,59 10,70 40,44 

L+P 84,39 80,35 68,11 43,14 20,60 56,36 

       

Perkotaan +Perdesaan       

Laki-laki (L) 94,78 89,26 79,28 56,84 30,92 68,70 

Perempuan (P) 68,12 61,21 46,73 23,79 9,51 36,05 

L+P 80,97 75,30 62,49 39,13 18,53 51,47 

 
 
5.2   Lapangan Pekerjaan  

Lapangan pekerjaan menunjukkan bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha 

dimana seseorang bekerja. Pada Sensus Penduduk 2010, lapangan pekerjaan 

diklasifikasikan menjadi 19 sektor, namun ulasan pada bab ini diklasifikasikan 

menjadi 5 sektor, yaitu pertanian, industri pengolahan, perdagangan, jasa-jasa, dan 

sisanya dikelompokkan pada sektor lainnya.  

Pada Tabel 5.2 terlihat bahwa lapangan pekerjaan yang menyerap tenaga kerja 

lansia paling besar adalah pertanian yaitu 72,36 persen pekerja. Disusul oleh sektor 

perdagangan yang menyerap sekitar 13,00 persen pekerja lansia. Sementara itu, 

sektor jasa-jasa, industri pengolahan, dan lainnya masing-masing hanya menyerap 

tenaga kerja lansia sebesar 5,24 persen, 4,75 persen dan 4,65 persen. 
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Lapangan pekerjaan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja lansia 

perempuan dibanding lansia laki-laki adalah sektor industri pengolahan dan 

perdagangan. Sementara itu, lapangan pekerjaan yang lain lebih banyak menyerap 

tenaga kerja lansia laki-laki. 

Jika dilihat berdasarkan tipe daerah maka untuk sektor pertanian lebih banyak 

menyerap tenaga kerja lansia di perdesaan. Sementara sektor-sektor selain itu lebih 

banyak menyerap tenaga kerja lansia di perkotaan. 

  

Tabel 5.2 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja menurut 

Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Lapangan Pekerjaan Utama, 2010  

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 
Pertanian 

Industri 

Pengo-

lahan 

Perdagangan, 

Hotel & 

Rumah Makan 

Jasa-jasa Lainnya Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Perkotaan        

Laki-laki (L) 63,48 4,58 11,32 10,48 10,14 100,00 

Perempuan (P) 39,82 9,62 41,00 7,19 2,36 100,00 
L+P 54,79 6,43 22,23 9,27 7,28 100,00 

       
Perdesaan        

Laki-laki (L) 86,34 2,64 3,25 3,64 4,14 100,00 
Perempuan (P) 73,67 5,94 16,39 2,21 1,78 100,00 
L+P 81,64 3,87 8,12 3,11 3,27 100,00 

       
Perkotaan+Perdesaan        

Laki-laki (L) 78,40 3,31 6,05 6,01 6,22 100,00 
Perempuan (P) 62,04 7,21 24,84 3,92 1,98 100,00 

 L+P 72,36 4,75 13,00 5,24 4,65 100,00 
 

 

5.3   Status Pekerjaan 

Status pekerjaan menunjukkan jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan. 

Pada Tabel 5.3, secara umum dari keseluruhan jumlah penduduk lansia yang bekerja, 

sebagian besar lansia bekerja dengan status berusaha dibantu buruh (42,31 persen), 

selanjutnya disusul oleh lansia yang berusaha sendiri (23,38 persen) dan yang bekerja 

sebagai pekerja bebas (16,36 persen). Sisanya adalah penduduk lansia yang bekerja 

sebagai pekerja tidak dibayar (13,06 persen), dan buruh/karyawan (4,89 persen). 
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Tabel 5.3 

Persentase Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang Bekerja menurut 

Tipe Daerah, Jenis Kelamin, dan Status Pekerjaan, 2010 

Tipe Daerah/ 

Jenis Kelamin 

Berusaha 

Sendiri 

Berusaha 

Dibantu 

Buruh  

Buruh/ 

Karyawan 

Pekerja 

Bebas  

Pekerja 

Tidak Di 

bayar 

Jumlah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

Perkotaan       

Laki-laki  (L) 25,91 40,30 10,61 20,66 2,52 100,00 

Perempuan (P) 43,32 17,37 5,25 17,80 16,26 100,00 

L+P  32,31 31,87 8,64 19,60 7,57 100,00 

       

Perdesaan       

Laki-laki (L)  16,61 62,83 3,67 13,00 3,89 100,00 

Perempuan (P) 22,12 22,40 1,62 17,44 36,43 100,00 

L+P 18,65 47,82 2,91 14,65 15,96 100,00 

        

Perkotaan+Perdesaan       

Laki-laki (L) 19,84 55,01 6,08 15,66 3,41 100,00 

Perempuan (P) 29,40 20,67 2,87 17,56 29,50 100,00 

L+P 23,38 42,31 4,89 16,36 13,06 100,00 
       

 

Jika dilihat menurut tipe daerah, tampak bahwa lansia yang berusaha dibantu 

buruh dan pekerja yang tidak dibayar di daerah perdesaan lebih besar daripada 

daerah perkotaan (Tabel 5.3). Sementara itu untuk lansia yang bekerja dengan status 

berusaha sendiri, buruh/karyawan, dan pekerja bebas persentasenya lebih besar di 

daerah perkotaan dibandingkan perdesaan. 

 Berdasarkan jenis kelamin, tampak bahwa persentase lansia perempuan yang 

berusaha sendiri, pekerja bebas dan pekerja tidak dibayar lebih besar dibanding 

lansia laki-laki (Tabel 5.3). Perbedaan ini terlihat jelas pada lansia bekerja dengan 

status pekerja tidak dibayar, dimana persentase lansia perempuan sebesar 29,50 

persen dan lansia laki-laki sebesar 3,41 persen. Sedangkan lansia yang bekerja dengan 

status berusaha dibantu buruh, buruh/karyawan lebih didominasi oleh lansia laki-laki 

daripada lansia perempuan. Pola yang sama terlihat di daerah perdesaan maupun 

perkotaan.  
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Proses menua pada manusia dapat terlihat secara fisik dengan perubahan yang 

terjadi pada tubuh berupa penurunan fungsi serta organ tubuh tersebut. Perubahan 

yang dapat terjadi antara lain penurunan indera penglihatan dan pendengaran, serta 

penurunan kemampuan motorik sehingga dapat mengganggu aktivitas kegiatan 

sehari-hari seperti lamban berjalan atau naik tangga. Selain itu pada usia lanjut terjadi 

pula penurunan fungsi sel otak, yang menyebabkan penurunan daya ingat jangka 

pendek, sulit berkonsentrasi, melambatnya proses informasi sehingga dapat 

mengakibatkan kesulitan berkomunikasi. 

Sejalan dengan adanya penurunan pada fungsi dan organ tubuh tersebut 

menyebabkan semakin tua usia semakin banyak penduduk yang mengalami kesulitan 
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melihat, mendengar, berjalan atau naik tangga, mengingat/berkonsentrasi/ 

berkomunikasi, dan mengurus diri sendiri sehingga tidak dapat melakukan aktivitas 

normal sehari-hari. Ketidakmampuan seseorang melakukan aktivitas normal sehari-

hari disebut sebagai Kesulitan Fungsional (functional difficulty). 

Informasi mengenai kesulitan fungsional yang dikumpulkan dalam SP2010 

dapat digunakan sebagai pendekatan dalam menentukan program kebijakan 

pembangunan yang berkaitan dengan penyandang cacat.  Jumlah penduduk dengan 

disabilitas atau yang dikenal dengan penyandang cacat di Indonesia selama ini 

diperoleh melalui hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dikumpulkan 

oleh BPS RI setiap 3 tahun sekali melalui Modul Sosial Budaya dan Pendidikan 

(MSBP).  Sebagai instansi pemerintah yang berkepentingan dengan penyandang cacat, 

Kementerian Sosial telah menerbitkan UU No. 4/1997 tentang Penyandang Cacat.  

Dalam UU ini, Pasal 1 menyebutkan bahwa penyandang cacat, yang juga mengacu 

pada definisi yang dikeluarkan World Health Organization (WHO), adalah setiap orang 

yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental, yang dapat mengganggu atau 

merupakan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara selayaknya.  

Menurut UU ini, penyandang cacat dibedakan menjadi penyandang cacat fisik, 

penyandang cacat mental, serta penyandang cacat fisik dan mental (ganda). Konsep 

ini dipahami sebagai konsep normal dan abnormal yang mengacu pada anatomi tubuh 

manusia. 

WHO memiliki tiga kategori berkaitan dengan kecacatan, yaitu impairment, 

disability dan handicap. Impairment didefinisikan sebagai kondisi ketidaknormalan 

atau hilangnya struktur atau fungsi psikologis, atau anatomis. Disability adalah 

ketidakmampuan atau keterbatasan akibat adanya impairment untuk melakukan 

aktivitas secara normal bagi manusia. Sementara handicap merupakan keadaan 

seseorang sebagai akibat adanya impairment, disability, yang menghambatnya untuk 

berperan secara normal. 

Kendala yang dialami selain berkaitan dengan perbedaan konsep dan definisi 

diantaranya adalah penyebutan penyandang cacat yang dirasa merugikan kedudukan 

penyandang cacat dan pemenuhan kebutuhan akan ketersediaan data dari berbagai 
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pihak dengan kepentingan dan konsep yang berbeda.  Data hasil SP2010 yang 

mengikuti konsep rekomendasi dari lembaga internasional (UN recommendation) 

disadari tidak akan dapat digunakan secara langsung untuk kepentingan instansi 

terkait atau kalangan pemerhati penyandang cacat.  Namun informasi ini dapat 

digunakan sebagai informasi awal untuk mengetahui penduduk terutama penduduk 

lansia yang mengalami kesulitan dalam melakukan kegiatan dasar kehidupan 

mencakup melihat, mendengar, berjalan, mengingat, dan mengurus diri sendiri. 

 

6.1  Kesulitan Fungsional 

Penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat hasil pengolahan SP2010 

sebanyak 325.369 orang, dari jumlah tersebut sebanyak 325.175 orang ditanyakan 

mengenai kesulitan fungsional dengan menggunakan kuesioner C1, sisanya sebesar 

194 orang tidak ditanyakan mengenai kesulitan fungsional bagi mereka penghuni 

flat/apartemen/  sangat ekslusif, atau masyarakat terpencil (akses sangat sulit), atau 

rumah tangga di kolong jembatan (bangunan sangat tidak layak huni), atau pengungsi 

tenda, tunawisma, awak kapal, orang tinggal di gerbong kereta api, suku terasing, 

penghuni penjara dan barak militer, serta pasien rumah sakit jiwa. 

Tabel 6.1 menyajikan jumlah penduduk lansia menurut jenis dan tingkat 

kesulitan yang dialami oleh penduduk lansia. Tabel tersebut memperlihatkan paling 

banyak penduduk lansia mengalami kesulitan melihat, yaitu sebanyak 61.170 orang 

dengan tingkat kesulitan sedikit dan 8.743 orang dengan tingkat kesulitan parah.  

Jenis kesulitan lainnya yang dialami oleh penduduk (dengan tingkat kesulitan sedikit 

dan parah) adalah kesulitan berjalan atau naik tangga (48.114 orang), kesulitan 

mendengar (47.983 orang), kesulitan mengingat atau berkonsentrasi (36.060 orang), 

dan kesulitan mengurus diri sendiri (29.611 orang).   
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Tabel 6.1 

Jumlah Penduduk Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut Jenis Kesulitan, 

2010 

Jenis  

Kesulitan 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami  Kesulitan 
Jumlah 

Persentase 

Kesulitan 

Sedikit Parah  

(1) (2) (3) (4) (5) (5) 

Melihat 255.262 61.170 8.743 325.175 21,50 

Mendengar 277.192 40.148 7.835 325.175 14,76 

Berjalan 277.061 37.990 10.124 325.175 14,80 

Mengingat/ 

Berkonsentrasi/ 

Berkomunikasi 

289.115 29.559 6.501 325.175 11,09 

Mengurus Diri 

Sendiri 
295.514 22.276 7.385 325.175 9,12 

 

 

6.2 Kesulitan Melihat 

Hasil SP2010 menunjukkan bahwa sebanyak 21,50 persen penduduk lansia di 

Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami kesulitan melihat (Tabel 6.2). Dilihat dari 

kelompok umur, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang 

mengalami kesulitan melihat baik mengalami kesulitan sedikit maupun parah. 

Kesulitan melihat, dengan tingkat kesulitan sedikit maupun parah, banyak dialami 

oleh penduduk lansia pada kelompok umur 80 tahun ke atas. 
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Tabel 6.2  

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Kelompok Umur (Tahun) dan Tingkat Kesulitan Melihat, 2010 

Kelompok 

Umur  

(Tahun) 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah  

Persentase 

Kesulitan Sedikit Parah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

45-54 419.244 18.731 1.077 439.052 4,51 

55-59 127.712 10.696 631 139.039 8,15 

60-69 171.739 27.331 2.340 201.410 14,73 

70-79 65.059 21.870 3.153 90.082 27,78 

80+ 18.464 11.969 3.250 33.683 45,18 

60+ 255.262 61.170 8.743 325.175 21,50 

Catatan: jumlah penduduk lansia pada kol (5) tidak sama dengan Tabel 3.1 karena tidak termasuk 

lansia yang tidak ditanyakan tentang kesulitan. 

 

Berdasarkan jenis kelamin, persentase lansia perempuan yang mengalami 

kesulitan melihat lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki. Hal ini terjadi pada setiap 

kelompok umur baik pada kelompok pra lansia maupun lansia (Gambar 6.1). 

Perbedaan persentase yang cukup tinggi antara laki-laki dan perempuan terjadi pada 

kelompok lansia umur 70-79 tahun (25,53 persen berbanding 29,73 persen). 

 

Gambar 6.1 

Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Mengalami Kesulitan Melihat menurut Kelompok Umur (Tahun) dan Jenis Kelamin, 

2010 
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6.3 Kesulitan Mendengar 

Faktor usia mempengaruhi penurunan daya tahan tubuh dan derajat 

kesehatannya, oleh karena itu penduduk lansia mengalami resiko yang lebih tinggi 

mengalami kesulitan mendengar.  Persentase penduduk lansia di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang mengalami kesulitan mendengar sebesar 14,76 persen (Tabel 

6.3). Kondisi dalam kesulitan mendengar sama halnya dengan kesulitan melihat, 

semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang mengalami kesulitan 

mendengar.  

Tabel 6.3 

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Kelompok Umur (Tahun) dan Tingkat Kesulitan Mendengar, 2010 

Kelompok 

Umur  

(Tahun) 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah  

Persentase 

Kesulitan Sedikit Parah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

45-54 433.227 4.920 905 439.052 1,33 

55-59 134.741 3.829 469 139.039 3,09 

60-69 185.046 14.461 1.903 201.410 8,12 

70-79 71.772 15.581 2.729 90.082 20,33 

80+ 20.374 10.106 3.203 33.683 39,51 

60+ 277.192 40.148 7.835 325.175 14,76 

Catatan: jumlah penduduk lansia pada kol (5) tidak sama dengan Tabel 3.1 karena tidak termasuk 

lansia yang tidak ditanyakan tentang kesulitan. 

 

Persentase lansia perempuan yang mengalami kesulitan mendengar lebih 

tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki di hampir semua kelompok umur baik pra 

lansia maupun lansia (Gambar 6.2). Perbedaan persentase lansia laki-laki dan lansia 

perempuan semakin nyata terlihat pada kelompok lansia. 
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Gambar 6.2  

Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Mengalami Kesulitan Mendengar menurut Kelompok Umur (Tahun) dan Jenis Kelamin, 

2010 
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6.4 Kesulitan Berjalan/Naik Tangga 

Persentase penduduk lansia yang mengalami sedikit kesulitan berjalan atau 

naik tangga sebesar 14,80 persen (Tabel 6.4). Sama dengan jenis kesulitan melihat 

dan mendengar, semakin tua usia semakin tinggi persentase penduduk yang 

mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga. Kesulitan berjalan atau naik tangga 

terutama banyak dialami oleh penduduk lansia pada kelompok umur 80 tahun ke atas 

yang mungkin disebabkan pengaruh umur menyebabkan perubahan struktur fisik dan 

tulang seseorang terutama pada usia lanjut. 
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Tabel 6.4  

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Kelompok Umur (Tahun) dan Tingkat Kesulitan Berjalan/Naik Tangga, 2010 

 

Kelompok 

Umur  

(Tahun) 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah  

Persentase 

Kesulitan Sedikit Parah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

45-54 433.120 4.716 1.216 439.052 1,35 

55-59 134.623 3.705 711 139.039 3,18 

60-69 185.208 13.605 2.597 201.410 8,04 

70-79 71.971 14.618 3.493 90.082 20,11 

80+ 19.882 9.767 4.034 33.683 40,97 

60+ 277.061 37.990 10.124 325.175 14,80 

Catatan: jumlah penduduk lansia pada kol (5) tidak sama dengan Tabel 3.1 karena tidak termasuk 

lansia yang tidak ditanyakan tentang kesulitan. 

 
Persentase perempuan yang mengalami kesulitan berjalan atau naik tangga 

lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki (Gambar 6.3). Hal ini terjadi hampir di 

semua kelompok umur baik pra lansia mupun lansia. Perbedaan persentase yang 

cukup tinggi antara lansia laki-laki maupun perempuan terdapat di kelompok umur 

lansia, terutama umur 80 tahun (36,21 persen berbanding 44,44 persen). 

Gambar 6.3 

Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Mengalami Kesulitan Berjalan atau Naik Tangga menurut Kelompok Umur (Tahun) dan 

Jenis Kelamin, 2010 
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6.5  Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi 

Penduduk lansia di Nusa Tenggara Barat yang mengalami kesulitan 

mengingat/berkonsentrasi/ berkomunikasi sebesar 11,09 persen (Tabel 6.5).   

Tabel 6.5  

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Kelompok Umur (Tahun) dan Tingkat Kesulitan 

Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi, 2010 

 

Kelompok 

Umur  

(Tahun) 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah  

Persentase 

Kesulitan Sedikit Parah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

45-54 434.679 3.213 1.160 439.052 1,00 

55-59 136.079 2.560 400 139.039 2,13 

60-69 190.054 9.810 1.546 201.410 5,64 

70-79 76.411 11.512 2.159 90.082 15,18 

80+ 22.650 8.237 2.796 33.683 32,76 

60+ 289.115 29.559 6.501 325.175 11,09 

Catatan: jumlah penduduk lansia pada kol (5) tidak sama dengan Tabel 3.1 karena tidak termasuk 

lansia yang tidak ditanyakan tentang kesulitan. 

 

Tabel 6.5 memperlihatkan bahwa semakin tua umur, semakin tinggi 

persentase penduduk yang mengalami kesulitan mengingat/berkonsentrasi/ 

berkomunikasi. Peningkatan persentase penduduk yang mengalami kesulitan 

mengingat/berkonsentrasi/berkomunikasi terlihat signifikan pada kelompok 

penduduk lansia dibandingkan pra lansia.   

Persentase penduduk lansia perempuan yang mengalami kesulitan mengingat/ 

berkonsentrasi/berkomunikasi lebih tinggi dibandingkan lansia laki-laki (Gambar 

6.4).  Hal ini terutama terlihat pada penduduk lansia, dengan perbedaan persentase 

tertinggi antara lansia laki-laki dan lansia perempuan pada kelompok usia 80 tahun ke 

atas (28,23 persen berbanding 36,05 persen). 

 

 

 

h
tt
p
://
w
w
w
.b
p
s.
g
o
.i
d



�
�����������	
������
�
���������
���������	
���������������� 56 

Gambar 6.4 

Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Mengalami Kesulitan Mengingat/Berkonsentrasi/Berkomunikasi menurut Kelompok 

Umur (Tahun) dan Jenis Kelamin, 2010 
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6.6 Kesulitan Mengurus Diri Sendiri 

Persentase penduduk lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang mengalami 

kesulitan mengurus diri sendiri sebesar 9,12 persen (Tabel 6.6). Dibandingkan 

dengan kelompok pra lansia, kelompok lansia merupakan penduduk dengan 

persentase tertinggi yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri baik dengan 

tingkat kesulitan sedikit maupun parah. Dengan meningkatnya usia, semakin rentan 

penduduk untuk mengalami kesulitan mengurus diri sendiri. 

Tabel 6.6 

Jumlah Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat menurut 

Kelompok Umur (Tahun) dan Tingkat Kesulitan Mengurus Diri Sendiri, 2010 

Kelompok 

Umur  

(Tahun) 

Tidak Ada 

Kesulitan 

Mengalami Kesulitan 
Jumlah  

Persentase 

Kesulitan Sedikit Parah 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

45-54 436.366 1.796 890 439.052 0,61 

55-59 136.922 1.659 458 139.039 1,52 

60-69 192.895 6.733 1.782 201.410 4,23 

70-79 78.857 8.780 2.445 90.082 12,46 

80+ 23.762 6.763 3.158 33.683 29,45 

60+ 295.514 22.276 7.385 325.175 9,12 

Catatan: jumlah penduduk lansia pada kol (5) tidak sama dengan Tabel 3.1 karena tidak termasuk 

lansia yang tidak ditanyakan tentang kesulitan. 
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Persentase lansia perempuan yang mengalami kesulitan mengurus diri sendiri 

lebih tinggi dibandingkan dengan lansia laki-laki. Perbedaannya semakin terlihat 

tajam pada kelompok umur yang lebih tua (Gambar 6.5). Kelompok usia 80 tahun ke 

atas memiliki perbedaan persentase tertinggi antara lansia laki-laki dan perempuan. 

Gambar 6.5 

Persentase Penduduk Pra Lansia dan Lansia di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang 

Mengalami Kesulitan Mengurus Diri Sendiri menurut Kelompok Umur (Tahun) dan 

Jenis Kelamin, 2010 
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